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1. Visi dan Misi Universitas 

 

Visi: 

UMSurabaya sebagai universitas yang uggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan 

entrepreneurship 

 

Misi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi 

dan berjiwa entrepreneur  

2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan 

inovasi 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi 

4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan 

pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam 

dan Kemuhammadiyahan 

5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip good governance. 

 

2. Rasional 

 

Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana 

PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki 

kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, 

objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, UMSurabaya 

melalui Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.   

 

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar 

 

a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi. 

b. Ketua LPPM UMSurabaya  

c. Dosen 
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4. Definisi Istilah 

 

a. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk 

melaksanakan PkM.  

b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan 

metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat 

kedalaman dan keluasan PkM.   

c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika UMSurabaya yang memiliki kompetensi 

untuk melakukan PkM. 

d. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang 

sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman 

sasaran kegiatan. 

e. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran 

aktif mahasiswa. 

f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakatyang berdaya dan mandiri. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

 

a. Ketua LPPM UMSurabaya menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori PkM 

sesuai dengan anggaran yang ada. 

b. Ketua LPPM UMSurabaya meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon 

pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya. 

c. Ketua LPPM UMSurabaya menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM 

dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. 

d. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang 

keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM. 

e. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu 

pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM. 

f. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM. 

 

6. Strategi Pencapaian Standar 

 

a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM 

b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah 

c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM 
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7. Indikator Pencapaian Standar 

 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian 

Setiap dosen wajib melakukan PkM 

sesuai bidang ilmunya 

minimal 1 judul setiap tahunnya  

Setiap dosen mempunyai road map 

PkM 

100% 

Keberadaan kelompok riset 

UMSurabaya  

UMSurabaya memiliki kelompok riset yang 

ditunjukkan dengan:  

1) adanya bukti legal formal keberadaan 

kelompok riset, 

2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam 

jejaring tingkat nasional maupun 

internasional, serta  

3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat 

untuk menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat, dan  

4) dihasilkannya produk riset yang berdaya 

saing internasional.  

  

Pelaksana PkM memiliki kompetensi 

metodologis sesuai objek PkM serta 

tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.  

 100% 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian 

Peneliti dosen UMSurabaya melibatkan 

mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM 

100%  

Jumlah program pengabdian kepada 

masyarakat multidisiplin per prodi per 

tahun 

minimal 1 judul 

 

8. Dokumen Standar 

 

a. Rencana Strategis UMSurabaya   

b. Statuta UMSurabaya   

c. Pedoman Renstra PkM 
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